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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sesuai hasil analisis dan pembahasan di atas maka penelitian ini berkesimpulan 

bahwa:  

1. Ketimpangan antar kabupaten/kota terlihat berfluktuasi dalam lima tahun 

pengamatan. 

2. Ruang fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota juga terjadi fluktuasi. Peningkatan 

ruang fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota mampu menurunkan angka 

ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain semakin besar ruang fiskal dalam 

APBD yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota maka akan semakin 

mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program-program 

pembangunan di daerah yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan 

pendapatan di masyarakat. 

3. Ruang fiskal memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan antar kabupaten/kota, hal ini disebabkan ruang fiskal yang ada di 

APBD dialokasikan untuk belanja langsung seperti belanja modal dan belanja 

barang dan jasa sangat besar peranannya dalam APBD kabupaten/kota. 

5.2. Saran 

 Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis di atas, penulis 

merekomendasikan saran beberapa hal yakni : 

1. Terkait ketimpangan yang masih terjadi, pemerintah diharapkan lebih 

fokus untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti 
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pendidikan, kesehatan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran yang 

ada untuk dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat 

yang masih berada di 40% terbawah. 

2. Perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga 

Harapan untuk menjangkau keluarga termiskin di pedesaan, dan perluasan 

program bantuan pangan non tunai untuk mendukung penyediaan bantuan 

pangan padat nutrisi kepada masyarakat dan melakukan pembaruan dua 

arah untuk memperbaiki sasaran untuk memfasilitasi integrasi di semua 

program utama bantuan sosial. Terutama dari basis data penargetan 

menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi 

berbasis program menjadi basis data sasaran pemberian bantuan sosial hal 

ini diharapkan mampu menekan angka ketimpangan dan kemiskinan yang 

terjadi di pedesaan dan perkotaan. 

3. Perencanaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga 

memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan 

evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam 

perancangan program. 

4. Dari sisi perencanaan APBD terkait dengan ruang fiskal, pemerintah 

daerah kabupaten/kota harus berupaya untuk meningkatkan akurasi 

perencanaan penerimaan APBD dan koordinasi transfer dari APBD 

provinsi. 

5. Dari sisi pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan mendorong 

penyerapan  anggaran  sesuai  rencana melalui peningkatan monitoring 
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dan evaluasi. Apabila terdapat perubahan peraturan dalam pengelolaan  

keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk  

mengimplementasikan  peraturan baru tersebut  (diberlakukan   pada   

tahun   berikutnya) karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi 

menghambat pelaksanaan / penyerapan anggaran. 

6. Memperhatikan anggaran pemerintah daerah yang sering mengendap (idle) 

di perbankan maka untuk memperkecil simpanan Pemda di perbankan 

terutama pada  pertengahan  tahun akibat missmatch waktu penerimaan 

kas daerah dan  kebutuhan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara 

menyalurkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berdasarkan 

kebutuhan daerah. Anggaran tersebut untuk segera dicairkan ke daerah-

daerah sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaatnya. 
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